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ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan; persyaratan pelaksanaan proses pembela-jaran, pelaksanaan
proses pembelgjaran, dan penilaian proses pembelgaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1
Pinrang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data lima guru mata pelgjaran yang
diujinasionalkan plus IPS yaitu: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan IPS di SMP
Negeri 1 Pinrang, yang ditetapkan secara purposive sampling. Data diperoleh dengan cara wawancara,
observas, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan
data, paparan data, reduksi data dan penarikan kessimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
pelaksanaan pembelgjaran berbasis standar proses pada dimensi persyaratan proses pembelgaran di
SMP Negeri 1 Pinrang belum memenuhi standar proses terutama pada indikator jumlah siswa dalam
satu rombongan belgjar, rasio buku dengan siswa. Untuk beban kerja guru sudah memenuhi beban
kerja 24 jam sesuai dengan standar proses. Pelaksanaan proses pembelgjaran berbasis standar proses di
SMP Negeri 1 Pinrang sudah memenuhi semua kriteria pelaksanaan pembelagaran, penilaian proses
pembelgjaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1 Pinrang belum memenuhi standar proses
terutama pada indikator mekanisme dan prosedur penilaian, penilaian oleh pendidik dan penilaian oleh

satuan pendidikan.

Kata kunci: berbasis standar proses, pembelajaran.

A. Pendahuluan

Regulasi yang memberi ruang lingkup
terbitnya 8 (delapan) peraturan menteri (permen)
tentang standar-standar pendidikan nasional
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP), yaitu meliputi standar: (1) isi, (2) proses,
(3) kompetens lulusan, (4) pendidik dan tenaga
kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6)
pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian
pendidikan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerin-
tah Nomor 19 tahun 2005 itu pula maka salah
satu standar yang harus dikembangkan oleh
satuan pendidikan adalah standar proses yaitu
standar pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelgaran pada satuan pendi-
dikan untuk mencapai kompetensi lulusan.
Standar proses berisi kriteria minimal proses
pembelgjaran pada satuan pendidikan dasar dan
menengah. Standar proses ini berlaku untuk

jenjang pendidikan dasar dan menengah pada
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jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada
sistem kredit semester.

Standar proses meliputi perencanaan pro-
ses pembelgjaran, pelaksanaan proses pembela-
jaran, penilaian hasil pembelgjaran, dan penga-
wasan proses pembelajaran agar terlaksana
proses pembelgaran yang efektif dan efisien
(Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang
Standar Proses).

Perencanaan dalam usaha perbaikan kuali-
tas pendidikan ini
dikeluarkannya Surat Edaran Mendiknas No.
33/MPN/SE/2007 tentang pembentukan Tim
Pengembangan Kurikulum (TPK) yang ditujukan

segera diwujudkan sgjak

pada semua unit utama di lingkungan Depdiknas,
semua gubernur, dan semua sekolah diharapkan
paling lambat pada tahun gjaran 2009-2010 harus
sudah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang merupakan perwujudan
pel aksanaan Permendiknas (No. 24/2006 tentang
pelaksanaan permendiknas No. 22/2006 tentang
Standar Isi dan permendiknas No. 23/2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan). Sujipto
(2009) menyataan “di samping tugas utamanya
adalah mensosidisasikan (mediator) berbagal
kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan
khususnya kurikulum, di sis lain TPK juga
berperan memberikan bantuan teknis (fasilitator)
kepada satuan pendidikan mengena penyusunan,
implementasi, pemantauan, evaluasi, dan
penyempurnaan kurikulum. Pada aktivitas yang
lain, TPK dituntut pula mampu mengkaji kebija-
kan kurikulum, dan mengembangkan (Inovator)
model-model kurikulum serta pembelgjaran yang
sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan per-

kembangan daerah atau sekolah.

Oleh: M. Jafar B

Kebijakan topik tentang KTSP ini secara
umum memberikan wawasan kurikulum sebagai-
mana Fullan (2001) dalam Utomo (2009) menulis
bahwa pembaharuan drastis yang menuntut
sekolah melakukan pengembangan kurikulum
tidak semata-mata melakukan restructuring tetapi
yang lebih penting iadah reculturing terhadap
perubahan belief & habits guru. Peningkatan
kualitas pendidikan memerlukan perubahan men-
dasar secara fundamental terutama mengenai apa
yang siswa pelgari dan bagaimana mereka
belgjar. Jika siswa diharapkan mencapai standar
isi nasiona sebagai minimum learning acquired
pada setigp satuan pendidikan, guru perlu
membantu siswa mencapai standar yang telah
ditetapkan. Guru merupakan titik sentral dalam
pembaharuan pendidikan dimana mereka harus
memenuhi  kualitas standar pendidikan untuk
anak didiknya (Cuban, 1990 dalam Utomo 2009).

K eterlaksanaan delapan standar pendidikan
termasuk peraturan menteri nomor 41 tahun 2007
tentang standar proses akan seladu menjadi
prioritas evaluas klinis dan mangjerial pengawas
satuan pendidikan. Pengawas satuan pendidikan
dasar dan menengah (SMP dan SMA) secara ber-
kala memeriksa dokumen perencanaan pembela-
jaran tiap guru dengan membandingkan dengan
kriteria-kriteria pada Permen No. 41 tahun 2007
tentang standar proses.

Namun kenyataan di |apangan berdasarkan
hasil olah data aat pemindai (Scanner) Lembar
Jawaban Ujian (LJU) yang dimiliki SMP Negeri
1 Pinrang, tingkat ketuntasan belgjar klasikal tiap
rombongan belgar tidak ada yang mencapai rata-
rata 85 persen. Kondis yang sama tahun lalu
berimplikasi pada ketidaklulusan peserta didik
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pada ujian nasiona sebanyak empat orang
peserta didik, jumlah yang terbanyak di Kabupa-
ten Pinrang. Suatu kondis yang ironis sebab guru
sudah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembela-
jaran (RPP) sesuai standar proses sehingga satuan
pendidikan ini sebagai kiblat pendidikan dasar
khususnya SMP di Kabupaten Pinrang. Pengawas
satuan pendidikan dalam melaksanakan supervis
memberi prioritas pertama pada satuan pendi-
dikan ini sebelum melaksanakan supervisi ke
satuan pendidikan lainnya dengan harapan men-
dapat masukan mengenai komponen-komponen
perangkat pembelgaran untuk disosiaisasikan
dan diadopsi sekolah lain di Kabupaten Pinrang.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa
perubahan nilai akhir pada mata pelgaran yang
diujinasionalkan pada sgak tahun 2011 dengan
dikeluarkannya permendiknas nomor 45 tahun
2011 dan ha yang sama berlaku pada Ujian
Nasional tahun gjaran 2012 tentang kriteria kelu-
lusan peserta didik pada SMP/MTSYSMPLB/
SMA/MA/SMALB, dan SMK ini akan berim-
plikas pada perilaku dalam pengelolaan nilai
pada satuan pendidian dasar dan menengah.
Dalam Permendiknas No. 45 tetntang kri-
teria kelulusan peserta didik pada SMP/MTY
SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK ini dite-
gaskan bahwa ketentuan kelulusan peserta didik
berdasarkan Nilai Akhir (NA). Nilai akhir ini
diperoleh dari 40 persen nilai sekolah yang
diujinasionalkan dan 60 persen dari nilai Ujian
Nasional (UN).

bahwa kelulusan peserta didik harus minimal

Lebih lanjut dipersyaratkan

mempunyai NA ratarata 55 dan nilai setiap
mata pelgjaran yang diujin nasionalkan bernilai

paling rendah 4,0 (empat komanol).

Rambu-rambu di atas memberikan batasan
dominasi hasil penilaian ujian nasiona pada
kelulusan peserta didik. Selanjutnya batasan yang
dimaksud adalah pemberian kewenangan seba-
nyak 40 persen kepada pihak sekolah untuk
menampakkan hasil proses pembelgjaran selama
kurun waktu lima semester.

Kenyataan pencapaian ketuntasan belgar
siswa dua tahun pembelgjaran terakhir di SMP
Negeri 1 Pinrang, berdasarkan data base kompu-
terisas pemeriksaan dan analisis hasil ulangan
semester semester ganjil dan semester genap
(2009/2010 hingga 2011/2012) ditemukan bahwa
masih banyak siswa yang belum mencapai ketun-
tasan belgjar. Keadaan yang mencemaskan inilah
yang mengkhawatirkan para guru terutama guru
mata pelgjaran yang diujinasionalkan. Beberapa
guru dengan terpaksa memberi nilai akhir di
bawah tuntas (tidak tuntas). Nilai di bawah tuntas
Belgar (LHB) siswa
dimungkinkan jika program tindak lanjut sudah
dilaksanakan tapi siswa tersebut tetap tidak

pada Laporan Hasl

berhasil mencapai nila tuntas pada ulangan
harian, atau mungkin pada ulangan harian ber-
hasil dituntaskan dengan tutor sebaya, penugasan,
pembelgjaran langsung tetapi pada ulangan
semester yang tidak ada program remedialnya
siswatersebut mempunyai nilai jauh dari tuntas.
Untuk permasalahan

dengan angka 5,5 (lima koma lima) sebagai rata-

itu, jika timbul
rata NA atau angka di bawah 4 (empat koma nol)
sebagai nila UN, maka dipastikan ada masalah
pada proses ketuntasan belgjar siswa. Bukankah
ketuntasan belgjar siswa tidak ada di bawah 5,5
(lima koma lima)?. Keluhan bahwa siswa sulit

mencapai ketuntasan belgjar pada akhir semester
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seharusnya tidak boleh terjadi, artinya siswa
seharusnya sudah mempunyai nilai minimal men-
capai ketuntasan sebab semua kompetensi yang
diujikan pada saat ujian semester adalah kompe-
tens yang sudah tuntas pada saat proses pelak-
sanaan kurikulum selama semester itu.

Paradigma tentang pelaksanaan pembelgja-
ran berbasis kompetensi sebagaimana yang
diusung oleh KTSP adalah ketercapaian kompe-
tens dalam bentuk prosentase pencapaian kom-
petensi. Kriteria ketercapaian kompetensi ini
berbeda-beda tiap satuan pendidikan karena
berdasarkan pada kompleksitas kompetensi, daya
dukung satuan pendidikan terhadap ketercapaian
kompetensi itu, dan intake siswa yang akan men-
jadi subyek proses pencapaian kompetensi.

Mempehatikan ketimpangan antara mana-
jemen pembelgjaran dengan hasil belgjar peserta
didik maka perhatian utama tertuju pada imple-
mentasi standar proses yaitu permendiknas no. 41
tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah. Standar proses
meliputi  perencanaan proses pembelgaran,
pelaksanaan proses pembelgjaran, penilaian
hasil pembelgaran, dan pengawasan proses
pembelgjaran untuk terlaksananya proses pem-
belgjaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan proses pembelgjaran dengan
ketat selalu disuvervisi oleh kepala sekolah tiap
satuan pendidikan dan pengawas pendidikan
dasar dan menengah kabupaten, demikian pula
dengan pelaksanaan proses pembelgjaran dengan
berkala kepala sekolah dan atau pengawas
pendidikan mengadakan suvervisi klinis di kelas
tempat guru mengadakan pelaksanaan pembela-
jaran. Dengan sedemikian ketat dan rutinnya

Oleh: M. Jafar B

suverviss Rencana Pelaksanaan Pembelgjaran
(RPP),
dalam bentuk dokumen 1l (dua) KTSP dianggap

sehingga perencanaan pembelgaran

sudah memenuhi standar sebagaimana yang ter-
cantum dalam permendiknas nomor 41 tahun
2007 tersebut. Sebagaimana yang selalu disosia-
lisaskan oleh pengawas pendidikan dasar dan
menengah kabupaten Pinrang bahwa komponen
RPP harus mencakup 11 item yaitu; (1) identitas
mata pelgjaran, (2) standar kompetensi, (3) kom-
petensi dasar, (4) indikator pencapaian kompe-
tens, (5) tujuan pembelgjaran, (6) materi gar,
(7) alokas waktu, (8) metode pembelgjaran, (9)
kegiatan pembelgaran, (10) penilaian hasl
belajar, (11) Sumber belgjar.

Sementara komponen pengawasan pada
standar proses yang terdiri dari pemantauan,
supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut
masuk dalam wilayah dan kewenangan kepala
sekolah dan pengawas pendidikan. Sehingga
komponen pengawasan pada standar proses tidak
dibidik sebagai kawasan penelitian. Ada tiga hal
pokok yang menjadi sorotan dalam standar pro-
ses ini yang berkaitan langsung dengan tugas
pokok guru yang menjadi masalah yaitu; pelak-
sanaan proses pembelgjaran dan peni-laian hasil
pembelgjaran. Petunjuk pelaksanaan proses pem-
belgjaran sebagaimana yang tercantum dalam
permendiknas nomor 41 tahun 2007 terdiri atas:
1. Persyaratan pelaksanaan proses pembelgjaran,

persyaratan pelaksanaan pembelgaran ini
terdiri dari jumlah peserta didik dalam satu
rombongan belgjar yang tidak terlalu padat,
jumlah buku paket/teks 1 : 1, beban kerja guru
mencukupi 24 jam tatap muka, dan penge-

lolaan kelas yang kondusif.
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2. Pelaksanaan pembelgaran, pelaksanaan pem-
belgjaran meliputi implementass RPP yang
berisikan pendahuluan, kegiatan inti dengan
kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi
materi pelgaran.

3. Sementara komponen penilaian merujuk pada
petunjuk model penilaian dari pusat kuriku-
lum yang merujuk pada PP No. 19 tentang
Standar Pendidikan Nasional. Peraturan ini
membawa implikasi terhadap sistem peni-
laian, termasuk konsep dan teknik penilaian
yang dilaksanakan di kelas.

Dalam petunjuk model penilaian yang
diedarkan Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas
(2006) dijelaskan bahwa penilaian kelas meru-
pakan penilaian internal terhadap proses dan hasil
belgjar peserta didik yang dilakukan oleh pendi-
dik, dalam hal ini guru di kelas atas nama satuan
pendidikan untuk menilai kompetensi peserta
didik pada saat dan akhir pembelgaran. Lebih
lanjut dalam petunjuk tersebut diutarakan bahwa
penilaian kelas merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan guru yang berkaitan dengan pengam-
bilan keputusan tentang pencapaian kompetensi
dasar setelah mengikuti proses pembel gjaran.

Menurut Umar dan Kaco (2008) Penilaian
berbasis kelas tidak terpisahkan dari implemen-
tas KTSP, penilaian berbasis kelas ini mem-
punyai ciri khusus yaitu belgar tuntas (mastery
learning), otentik, berkesinambungan, berdasar-
kan acuan kriteria/patokan, dan menggunakan
berbagai cara dan aat penilaian. Penilaian ini
secara umum untuk memberikan penghargaan
terhadap pencapaian belgjar peserta didik dan
memperbaiki program dan kegiatan pembe-

lgjaran.

Block dan Bloom dalam Umar dan Kaco
(2008) dari hasil studinya menyimpulkan bahwa
peserta didik yang belgar lambat perlu waktu
lebih lama untuk materi yang sama, mereka dapat
berhasil jika kompetensi awal mereka terdiag-
nosis secara benar dan mereka digar dengan
metode dan materi yang berurutan, mulai dari
tingkat kompetensi awal mereka”. Teori ini seba-
gai latar belakang pembelgjaran tuntas menuntun
pada para pembelgjar bahwa peserta didik yang
belum tuntas pada suatu kesempatan mempunyai
hak untuk menjalani kesempatan kedua berupa
remedial. Bagi siswa yang sudah tuntas belgar
pada kesempatan pertama berhak memperoleh
pendalaman materi berupa pengayaan. Jika pro-
sedur ini sudah terlaksana, idealnya siswa tidak
mengalami hambatan yang cukup berarti untuk
tuntas belgar pada ulangan semester sebagai-
mana yang sering dikeluhkan oleh kalangan guru.

Isu pokok yang tentang kendala kuantitas
siswa yang tuntas belgar pada hakekatnya
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu; pertama, nilai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada satuan
pendidikan terlalu tinggi karena proses pene-
tapannya tidak berdasar analiss KKM yang
benar. Kompleksitas kompetensi bisa sgjarendah,
tetapi
pula dengan intake siswanya yang belum mema-

sarana/prasarana  pendukung, demikian
dai. Namun demikian beberapa sekolah dengan
asums guru menetapakan KKM tanpa analisis
dan obsevas yang benar pada ketiga aspek
tersebut. Kedua, mangjemen pembelgaran khu-
susnya pada elemen pelaksanaan dan penilaian
belum sesuai dengan standar proses pendidikan
(Permendiknas Nomor 41 tahun 2007).
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Pada momen ini, faktor yang kedua yang
menjadi sorotan penelitian, yaitu mangemen
pembelgjaran khususnya pada elemen pelaksa
naan dan penilaian yang kemungkinannya belum
sesuai dengan standar proses pendidikan. Dalam
standar proses ini fokus penelitian pada pelaksa-
naan proses pembelgaran dan penilaian proses
pembelgaran. Sehingga keseluruhan fokus pene-
litian ada tiga yaitu persyaratan pelaksanaan
proses pembelgjaran, pelaksanaan proses pembe-
lgjaran, dan penilaian proses pembel gjaran.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah
diuraikan di atas, dapat dikemukakan tujuan
penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui persyaratan proses pembelgaran
berbasis standar proses di SMP Negeri 1
Pinrang Kabupaten Pinrang.

2. Mengetahui pelaksanaan proses pembelgjaran
berbasis standar proses di SMP Negeri 1
Pinrang Kabupaten Pinrang.

Mendeskripsikan penilaian proses pembe-
lgjaran berbasis standar proses di SMP Negeri 1
Pinrang Kabupaten Pinrang.

B. Metode Pendlitian

Jenis pendlitian ini adalah penditian
kualitatif deskriftif (qualitative research) karena
permasalahan yang diteliti bersifat fenomeno-
logis. Makna dari redita tingkat ketercapaian
kompetensi lulusan, persentase kelulusan peserta
didik, ketercapaian kompetensi peserta didik
tersembunyi dibalik fenomena proses pembela-
jaran berlandaskan standar proses. Sebagaimana
Danim (2002) mengungkapkan penelitian kuali-
tatif adalah pendekatan sistematis dan subyektif
yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman

hidup dan memberikan makna atasnya.

Oleh: M. Jafar B

Sumber data pada penditian ini adalah
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan
peserta didik di SMP Negeri 1 Pinrang. Jumlah
guru di SMP Negeri 1 Pinrang. Dalam penelitian
ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara,
yaitu; Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
C. Pembahasan Hasil Pendlitian

Pada bagian ini akan dikemukakan pemba-
hasan hasil penelitian dengan fokus pelaksanaan
pembelgjaran berbasis standar proses dengan sub
fokus; (1) persyaratan pelak-sanaan pembelgjaran
berbasis standar proses, (2) pelaksanaan pembe-
lgjaran berbasis standar proses, dan (3) penilaian
pembelgjaran berbasis standar proses dengan
berdasar pada data yang diperoleh dari hasil
wawancara dari key informan dan support infor-
man serta hasil observasi kelas dan dokumentasi
lainnya.

Gambaran pelaksanaan proses pembelgja-
ran berbasis standar proses berdasarkan data yang
dihimpun selama penelitian di SMP Negeri 1
Pinrang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
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Tabd 1. Matriks Hasil Pendlitian Pelaksanaan Proses Pembelgjaran Berbasis Standar Proses di
SMP Negeri 1 Pinrang

Indikator/sub

Fokus fokus Standar Proses Hasil Pendlitian Kesimpulan
Jumlah PD tiap | Maksimal 32/rombel 35 - 40 tiap rombel Tidek sesuial
rombel SP

Persyaratan Proses Beban kerja guru 24 jam tatap muka/minggu |24 jam tatap muka/minggu Sesuai SP
pembel gjar-an . ) ) Adayang mempunyai buku | Tidak sesuai
berbasis Standar | © bukudengan |1:1 tigp matapelgiaran | gan lebih banyak yang belum | p
Proses mempunyai buku
Menyampaikan silabus Menyampaikan pokok materi
diawal semester diawal semester Sesuai SP
Pengelolaan Kelas Mengatur tempat duduk Mengatur tempat duduk
sesuai kegiatan sesual kegiatan
, Menyiapkan PD secara Menyiapkan PD secarafisik )
Kegiatan fisk & fskis & fskis Sestiai SP
Pendahuluan : .
Appersepsi Appersepsi
Pel aksanaan Proses Eksplorasi Eksplorasi )
Pembelgjar-an K egiatan Inti Elaborasi Elaborasi Sesual SP
berbasis Standar Konfirmasi Konfirmasi
Proses Rangkuman pelgjaran Rangkuman pelajaran dibuat
. dibuat bersama/sendiri oleh guru Sesuai SP
Kegiatan PenUtup | periifaian dan/atau Quiz /lisan, refleksi lebih
refleksi banyak tidak terjadi
Teknik dan Tes, observasi, tugas Tes, observasi, tugas Sesuai SP
instrumen perorangan/ Kip perorangan/ Kip
Menginformasikan hasil | semua hasil UH tidak : .
Mekanismedan  |UH sebelum UH berikut, |giiformasikan Tidak sesuai
Penilaian Proses prosedur Tindak lanjut beru_pa Tidak adatindak lanjut P
Pembelgjaran pengayaan/ remedial
berbasis Standar | Penilaian oleh Mengembalikan pekerjaan | Tidak sesuai
Proses Pendidik PD + komentar Tidak terlaksana P
Penentuan KKM .
Penilaianoleh | memperhatikan Penentuian KKM terikat pada | 1. 0 oo i
s . status sebagai sekolah
Satuan Pendidikan |Kompleksitas MP, Daya - SP
. standar nasional (SSN)
dukung, Intake siswa

Berdasarkan Tabel 1 diatas tergambar data
hasil penelitian pelaksanaan proses pembelgjaran
di SMP Negeri 1 Pinrang tiap fokus dan indikator
fokus penelitian. Selanjutnya ketiga fokus peneli-
tian yaitu (1) persyaratan pelaksanaan proses
pembelgjaran berbasis standar proses, (2) pelak-
sanaan proses pembelgaran berbasis standar
proses, (3) penilaian proses pembelgaran
berbasis standar proses akan dibahas secara
mendetail sesuai data hasil penelitian pada Tabel

4.10.

1. Persyaratan Proses pembelajaran berbass
Standar Proses

Fokus persyaratan proses pembelgaran
berbasis standar proses terdiri dari empat indika-
tor yaitu; (1) jumlah siswa dalam satu rombongan
belgjar, (2) beban kerja minimal guru, (3) rasio
buku dengan peserta didik, dan 4) pengelolaan
kelas.

Jumlah siswa tiap rombongan belgjar di
SMP Negeri 1 Pinrang tidak sesuai dengan stan-

dar proses. Jumlah siswa tiap rombngan belgar
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yang sesuai dengan standar proses adalah untuk
Sekolah Dasar maksimal 28 orang, untuk Sekolah
Menengah Pertama (SMP) maksimal sebanyak
32 orang, dan untuk Sekolah Menengah Atas
(SMA) sebanyak maksimal 32 orang. Kondisi
daerah yang padat tetapi belum didukung oleh
jumlah satuan pendidikan, sehingga hal ini
terjadi.

Informasi yang terkumpul dari hasil
wawancara dan observasi serta dokumen di SMP
Negeri 1 Pinrang, jumlah peserta didik tiap rom-
bongan belgjar adalah 33 sampai 40 orang, jum-
lah ini jelas berimplikas pada banyaknya jumlah
waktu yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk
melaksanakan koreksi ulangan, penga-matan dan
tindaklanjut setelah siswa ulangan.

Untuk indikator kedua yaitu jumlah beban
kerja minimal guru untuk setiap guru responden
yang berstatus guru tersertifikasi adalah 24 jam
tatap muka. Artinya jika suatu mata pelgaran
mempunyai dua jam perminggu, maka guru yang
mengampu mata pelgaran itu harus mengasuh
enam kelas atau sekitar 210 siswa. Beban kerja
minimal guru yang sampa pada 24 jam tatap
muka seperti di SMP Negeri 1 Pinrang berda-
sarkan data diterima sebagai suatu tugas karena
mempunyal dasar hukum yang kuat sebagai
konsekuensi dari predikat guru profesional, tetapi
hal ini masih diharapkan untuk ditinjau kembali
atau minimal beberapa tugas rutin yang lain
diekuivalensikan dengan tatap muka.

Beban kerja minimal guru dengan beban
mengajar atau tatap muka di SMP Negri 1
Pinrang mempunyai maksud yang sama, Yaitu
banyaknya jam guru melaksanakan pembelgjaran
di kelas. Tetapi hal ini menjadi rancuh jika

Oleh: M. Jafar B

sebuah sekolah misalnya SMP Negeri 2 di Kec-
amatan lain pada Kabupaten yang sama jam
remedial diakui sebagai jam tatap muka, karena
konteksnya adalah beban kerja minimal 24 jam
dan bukan beban mengajar minimal 24 jam tatap
muka. Pada penjelasan Permen No. 41 Tahun

2007 tentang standar proses sebagai berikut,

a Sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka da-
lam satu minggu, mencakup kegiatan pokok
merencana kan pembelgaran, melaksanakan
pembelgjaran, menilai hasil pembelgaran,
membimbing dan melatih peserta didik, serta
melaksanakan tugas tambahan (UU No. 14
Tahun 2005 Pasal 35 ayat 1 dan 2).

b. Beban maksimal dalam mengorganisasikan
proses belgjar dan pembelgjaran yang ber-
mutu; SD/MI/SDLB 27 jam @ 35 menit,
SMP/MTY/SMPLB 18 jam @ 40 men it,
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB 18 jam @
45 menit (Standar Proses).

Dari penjelasan ini tertera bahwa beban
kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam mencakup
tugas pokok, artinya semua tugas pokok berupa
merencanakan pembelgaran, melaksanakan pem-
belgjaran, menilai hasil pembelgaran, membim-
bing dan melatih peserta didik, serta tugas
tambahan mendapatkan perhitungan jam. Dasar
hukum dari pernyataan ini adalah UU No. 14
Tahun 2005 Pasal 35 ayat 1 dan 2. Ketentuan
lebih lanjut tentang beban kerja ini di atur oleh
Peraturan Pemerintah (UU. No.14 Tahun 2005).
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas pasa
Pasal 52 ditekankan bahwa beban kerja Guru
mencakup kegiatan pokok antara lain; meren-

canakan pembelgjaran; melaksanakan pembelgja-
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ran; menilai hasil pembelgjaran; membimbing
dan melatih peserta didik; dan melaksanakan
tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan
kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Pada penjelasan peraturan ini diberikan contoh
bahwa yang dimaksud dengan “tugas tambahan”,
misalnya menjadi pembina pramuka, pembim-
bing kegiatan karya ilmiah remgja, dan guru piket
(PP. No. 74 Thn 2008).

Penjelasan UU ini tentang tugas tambahan
adalah tugas korikuler, tugas melaksanakan
tugas kookurikuler termasuk sebagai guru piket.
Jika tugas sebagai guru ekstrakurikuler dapat
diakui sebagai suatu tugas tambahan, maka tugas
remedial sebaga tugas korikuler, tugas wali kelas
dapat dipertimbangkan sebagai beban kerja 24
jam.

Untuk indikator ketiga mengenai perbandi-
ngan buku teks dengan siswa, terindikasi bahwa
sampai tahun pelgjaran 2012/2013 belum menca-
pa rasio 1:1 atau belum sesua standar proses.
Pengadaan buku melalui dana BOS dan bantuan
dari dana dokasi khusus (DAK) tahun pelgjaran
2012/2013 masih dalam proses pengadmini-
strasian hingga pendlitian ini selesai. Selain itu
alat dan media pembelgjaran yang lain misalnya
Seni dan Budaya, Matematika, dan Penjaskes
juga mendapat suplai dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Pinrang (data Terlampir).

Sebagaimana data pada wawancara diung-
kapkan bahwa kelengkapan buku teks peserta
didik dapat juga tergantung dari motivasi peserta
didik untuk memperoleh dan meminjamnya di
perpustakaan. Berdasarkan observasi lapangan,
ada 48 dos buku dari Dana Alokas Khusus
(DAK) dan sekitar 20 dos buku dari dana BOS/n

Gratis yang sementara dalam proses pengadmini-
strasian oleh pengel ola perpustakaan bekerjasama
dengan mahasiswa PKL dari Universitas Terbuka
Pinrang. Namun selengkap dan sebanyak apapun
bahan gjar berupa buku teks jika akses untuk
memperolehnya mengalami  kendala tentunya
tidak berfungs maksimal juga. Akses untuk
medapatkan atau meminjam buku mendapat
hambatan dengan jumlah dan tugas pengelola
perpustakaan yang hanya dua orang pengelola
Setiap peserta didik jika akan masuk ke perpus-
takaan harus buka sepatu dulu, malapor untuk
dilayani pengadministrasiannya, pengecekan
buku, pencatatan buku yang dipinjam berikutnya
dan di stempel. Jika waktu luang pengelola dan
peserta didik hanya terjadi pada saat jam istirahat
dengan durasi waktu 30 menit, maka pelayanan
untuk 100 peserta didik tidak dapat terlayani. Di
sis lain para peserta didik lebih bersemangat
menggunakan waktu istirahanya dengan melang-
kah menuju ke kantin di banding berdesakan di
perpustakaan. Jalan tengah untuk sementara
menunggu kebijakan pemerataan (pengorgani-
sasian) tenaga/staf adalah semua buku yang
bersifat buku teks yang rutin dipakai oleh
pendidik, diserahkan semua pada pendidik untuk
selanjutnya dipinjamkan pada peserta didik untuk
dipelgari di rumah.

Indikator keempat pada fokus persyaratan
pel aksanaan proses pembel gjaran adalah pengel o-
laan kelas. Pada indikator ini semua guru tidak
menyampaiakn silabus mata pelgaran yang
diampuhnya tetapi guru tetap menyampaikan
pokok-pokok materi atau kompetensi-kompotensi
dasar yang akan dipelgjari selama satu semester
dan guru kadang mengubah posisi temapat duduk
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sesuai dengan kebutuhan kerja kelompok, seba-
gaimana hasil wawancara dan hasil observasi
bahwa guru mengatur tempat duduk sesuai
dengan kebutuhannya, namun setelah pengaturan
tersebut tidak dikembalikan lagi pada posis
semula hingga selesai jam pelgjaran.

Persyaratan pelaksanaan proses pembela-
jaran berdasarkan Permendiknas No. 41 tahun
2007 tentang standar proses terdiri dari beberapa
komponen yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Rombongan belgar menurut standar pendi-
dikan nasiona untuk jenjang sekolah mene-
ngah pertama adalah minimal 20 (dua puluh)
peserta didik tiap kelasnya dan maksimal 32
(tiga puluh dua) peserta didik per kelas.

b. Beban kerja menurut standar proses menca-
kup kegiatan pokok yaitu merencanakan pem-
belgjaran, melaksanakan pembelgjaran, menilai
hasil pembelgjaran, membimbing dan melatih
peserta didik, serta melaksanakan tugas tam-
bahan.

c. Buku teks pelgjaran
1) buku teks pelgjaran yang akan digunakan

oleh sekolah/madrasah dipilih  melaui

rapat guru dengan pertimbangan komite
sekolah/madrasah dari buku-buku teks pela-
jaran yang ditetapkan oleh Menteri;

2) rasio buku teks pelgaran untuk peserta didik
addah1: 1 per matapelgaran;

3) sdain buku teks pelgaran, guru mengguna-
kan buku panduan guru, buku pengayaan,
buku referensi dan sumber belgjar lainnya;

4) guru membiasakan peserta didik meng-
gunakan buku-buku dan sumber begar lain
yang adadi perpustakaan sekolah/madrasah.

Oleh: M. Jafar B

5) Pengelolaan kelas adalah keterampilan
guru menciptakan dan memelihara kondis
belgjar yang optimal dan mengembalikan-
nya jika terdapat hal-hal yang dapat meng-
ganggu suasana pembelgaran (Sanjaya,
2010: 44).

Jumlah peserta didik yang mencapai 980
orang, dengan ruang perpustakaan hanya sekita 8
X 9 m serta pengelola hanya dua orang guru yang
tetap punya tanggungjawab mengajar tentu
sangat memrbatas akses peserta didik untuk
menggunakan buku perpustakaan sebagai sumber
belgjar. Untuk tahun-tahun yang akan datang
rasio buku dengan peserta didik sudah meme-
nuhi rasio 1:1, akan tetapi jika buku tetap berada
tidak dapat
terlayani, tentunya peserta didik tetap tidak

di perpustakaan karena sebagian

mendapatkan buku teks. Guru-guru lebih banyak
sibuk dengan jam tatap muka dengan segala
perangkat administrasinya, sehingga pemanfaatan
perpustakaan oleh guru sangat minim, kecuali
untuk keperluan buku teks mata pelajaran, kalau
untuk buku pengayaan, buku referensi, buku
panduan sangat minim dimanfaatkan oleh guru.
Dari empat indikator pada fokus persya-
ratan proses pembel gjaran berbasis standar proses
di SMP Negeri 1 Pinrang menggambarkan bahwa
persyaratan proses pembelgjaran di SMP Negeri
1 Pinrang belum sesuai dengan standar proses
sampai tahun pembelgaran 2011/2012 dan sam-
pai menjelang akhir tahun pembelgaran 2012/
2013 dan besar kemungkinan pada semester
genap tahun pembelgaran sekarang rasio buku
dengan siswa sudah sesuai standar proses, dan
untuk jumlah peserta didik dalam satu rombo-

ngan belgjar, instans ini memikul beban kele-
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bihan peserta didik tiap rombongan belgar
minimal akan ditempuh sampai tiga tahun ke
depan, dan jika pada Penerimaan Siswa Baru
(PSB) bulan Juli 2013 SMP Negeri 1 Pinrang
menerima 40 siswa tiap rombongan belgjar ber-
arti akan lebih lama lagi beban kelebihan peserta
didik itu terjadi. Sementara beban kerja minimal
dengan perseps beban kerja sama dengan beban
mengajar beserta berbagai kosekuensinya dan
pengelolaan kelas sudah sesuai dengan standar
proses.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Berbass
Standar Proses

Fokus pelaksanaan proses pembelgaran
berbasis standar proses terdiri dari tiga indikator
yaitu: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan
selain

wawancara, data juga diperoleh dari observasi

kegiatan penutup. Pada kegiatan ini

pembelgjaran guru responden di dalam kelas,
serta wawancara dengan beberapa siswa pasca
pembel gjaran serta dokumen RPP.

Berdasarkan hasil analisis data observas
kel as menunjukkan bahwa semua guru responden
mel aksanakan pembel gjaran berbasis standar pro-
ses berkategori baik hingga sangat baik (data
terlampir).

Pelaksanaan proses pembelgaran merupa-
kan implementasi RPP di kelas. Dalam pelaksa-
naan pembelgaran berdasarkan permendiknas
No. 41 tahun 2007 tentang standar proses, meli-
puti kegiatan-kegiatan; (1) pendahuluan, (2)
kegiatan inti, dan (3) kegiatan penutup. Penda-
huluan merupakan kegiatan awal setelah guru
dan peserta didik berinteraksi. Pelaksanaan
kegiatan inti merupakan proses pembelgaran

untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD), Kegia-

tan inti menggunakan metode yang disesuaikan
dengan karakteristik peserta didik dan mata pela-
jaran, yang dapat meliputi proses eksploras,
proses daborasi, dan proses konfirmasi.
Berdasarkan kedua data di atas yaitu hasil
wawancara dan hasil observas di kelas yang
menunjukkan bahwa proses pembelgaran di
SMP Negeri 1 Pinrang yang berkriteria baik atau
sangat baik. Pelaksanaan proses pembelgjaran di
SMP Negeri 1 Pinrang sudah sgjaan dengan
standar proses, sehingga pelaksanaan proses ini
tidak member andil terhadap kekurangtercapaian
standar kompetensi (UAS=ulangan akhir semes-
ter) dan Standar Kompetens Lulusan (SKL)
peserta didik di satuan pendidikan ini. Makna
lain dari data ini menunjukkan bahwa kekurang
tercapaian kompetensi peserta didik kemung-
kinan pada fokus persyaratan pelaksanaan proses
pembelgjaran dan atau penilaian pelaksanaan
proses pembelgjaran di SMP Negeri 1 Pinrang.

3. Penilaian Proses Pembelajaran Berbasis
Standar Proses

Fokus penilaian proses pembelgaran
berbasis standar proses terdiri dari empat indi-
kator yaitu, (1) tekhnik dan instrumen penilaian,
(2) mekanismen dan prosedur peni-laian, (3)
penilaian oleh pendidik, dan (4) peni-laian oleh
satuan pendidikan. Khusus untuk penilaian pro-
ses pembel gjaran berbasis standar proses ditegas-
kan sebagai berikut:

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap
hasil pembelgaran untuk mengukur tingkat
pencapaian kompetensi peserta didik, serta
digunakan sebagai hahan penyusunan laporan
kemajuan hasil belgjar, dan memperbaiki proses

pembel gjaran.
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Penilaian dilakukan secara konsisten, siste-
matik, dan terprogram dengan menggunakan tes
dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan,
pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian
hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk,
portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil
pembelgaran menggunakan Standar Penilaian
Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok
Mata Pelgjaran.

Aturan lebih lanjut tentang penilaian diatur
pada Permen No. 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian yang menekankan pada aspek: (1)
tekhnik dan instrumen penilaian, (2) mekanismen
dan prosedur penilaian, (3) penilaian oleh pendi-
dik, dan (4) penilaian oleh satuan pendidikan.
Setiap aspek ini pada selanjutnya disebut sebagai
indikator pelaksanaan penilaian proses pembela-
jaran berbasis standar proses, karena pelaksanaan
indicator ini akan merujuk pada pelaksanaan
penilaian pada standar proses berupa keterca-
paian kompetensi dan bentuk tindak lanjut.
Karena setiap aspek pada standar penilaian ini
saling terkait maka dimaknai sebagai suatu
kegiatan yang berkesinambungan dan saling
mempengaruhi antara satu aspek dengan aspek
yang lainnya.

Berdasarkan data pendlitian bahwa para
responden lebih sering menggunakan bentuk
instrument tes tertulis dan penugasan berupa
pekerjaan rumah dalam penilaiannya dibanding
bentuk instrument lainnya misalnya observasi.
Bentuk instrument observasi hanya dilkukan pada
saat tertentu misalnya pada kerja praktek.

Indikator tentang guru menginformasikan
hasil ulangan harian sebelumnya diadakan

ulangan harian berikutnya. Hal ini terkait juga

Oleh: M. Jafar B

dengan indikator penilaian oleh pendidik menge-
nai guru mengembalikan hasil pemeriksaan
pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar
yang mendidik. Data mengenai mekanisme dan
prosedur penilaian dan penilaian oleh pendidik
menunjukkan para responden telah menginfor-
masikannya dan melaksanakan tindak lanjut
berupa remedial, bentuk informasinya ada secara
lisan ada pula secara tertulis dengan menempel -
kan hasil analisis ulangan harian suatu rombo-
ngan belgar, sementara data hasil triangulas
berupa informasi dari peserta didik dan hasil
observas menunjukkan bahwa peserta didik
belum mengetahui hasil ulangan harian sampai
sudah selesai MID semester, dan bahkan masih
ada mata pelgaran yang diujinasionalkan yang
belum mengadakan ulangan harian. Jika peserta
didik belum mengetahui hasil ulangan hariannya
maka dengan sendirinya indikator mengenai guru
mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan
peserta didik disertai balikan/komentar yang
mendidik tidak terlaksanakan. Sebab salah satu
bentuk penginformasian hasil ulangan harian
adalah dengan cara mengembalikan hasil peker-
jaan peserta didik dengan balikan/komentar yang
mendidik.

Penilaian oleh pendidik berupa mengemba-
likan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik
disertai balikan/komentar yang mendidik, sebe-
narnya guru cukup mengerti dan tahu akan tugas
tersebut, namun waktu untuk memeriksa, mem-
beri komentar dan mengembalikan terhimpit oleh
tugas 24 jam tatap muka. Indikator ini berdasar-
kan hasil wawancara dengan beberapa siswa
tidak terjadi, karena mereka belum mengetahui

hasil ulangan hariannya, nilai yang mereka
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ketahui baru nilai tugas dan beberapa siswa
hanya diberi nilai paraf. Berdasarkan observas
lapangan, nilai yang dibagikan pada peserta didik
justru nilai Mid Semester itupun baru mata pela-
jaran tertentu yang jadwalnya pada pertengahan
bulan Oktober, sementara nilai ulangan harian
yang mungkin diadakan pada bulan September
belum ada ditangan peserta didik.

Pada pembelgaran tuntas ditentukan
bahwa seorang siswa yang mempelgari unit
satuan pembelgaran tertentu dapat berpindah ke
unit satuan pembelgaran berikutnya jika siswa
yang bersangkutan misalnya telah menguasai
idealnya minimal 75 persen dari kompetens
dasar yang ditetapkan. Hal mendasar berdasarkan
hasil penelitian para ahli misanya Carroll
mengemukakan bahwa jika setiap siswa diberi-
kan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk
mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika dia
menghabiskan waktu yang diperlukan, maka
besar kemungkinan siswa akan mencapai tingkat
penguasaan kompetensi. Tetapi jika siswa tidak
diberi cukup waktu atau dia tidak dapat meng-
gunakan waktu yang diperlukan secara penuh,
maka tingkat penguasaan kompetens siswa
tersebut oleh Block (1971) dalam Dirdikmenum
(2003) dapat dinyatakansebagai berikut:

time actually spent
Degree of learning = f -----=-----=mmmnemmnm-
time needed

Model ini menggambarkan bahwa tingkat

penguasaan kompetensi (degree of learn-

ing) ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang
benar-benar actually

digunakan (time

spent) untuk belgjar dibagi dengan waktu yang

diperlukan (time needed) untuk menguasai kom-
petensi tertentu.

Siswa tidak mengetahui hasil ulangan
hariannya, dengan demikian siswa tidak menda-
patkan tindak lanjut penilaian pembelgaran.
Berdasarkan pendapat di atas, siswa dalam satu
rombongan belgar sangat majemuk, ada siswa
yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk
menguasai suatu kompetensi, tetapi ada juga
yang membutuhkan banyak waktu untuk menun-
taskan suatu kompetensi.

Akibat dari fenomena ini maka muara dari
akumulasi ketidaktuntasan satu demi satu kom-
petensi dan seterusnya akan menuju pada keti-
daktuntasan standar kompetensi dan akhirnya
suatu mata pel gjaran akan tidak tuntas.

Indikator penilaian oleh satuan pendidikan
mengindikasikan bahwa untuk menentukan stan-
dar ketuntasan atau Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) memperhatikan karakteristik mata pela-
jaran dan peserta didik dan kondisi satuan
pendidikan, tetapi dirapatkan dan dirembukkan
pada kelompok mata pelgjarannya dalam bentuk
MGMP sekolah.

Sebagal Sekolah Standar Nasional (SSN)
SMP Negeri 1 Pinrang tentunya dengan block
grant selama tiga tahun telah banyak berbenah
dari segi daya dukung satuan pendidikan dan
peningkatan sumber daya manusia di dalamnya.
Satu komponen penentu KKM lainnya yaitu
karakteristik peserta didik hanya dipertimbang-
kan kemudian hasil akhirnya harus 75. Untuk
lebih gampangnya setiap indikator, KD, Standar
Kompetensi (SK) dan mata pelgjaran mempunyai
KKM sama dengan 75 sehingga hasil akhir KKM
tetap 75 sebagai prasyarat SSN. Seperti yang
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diutarakan para responden bahwa untuk penen-
tuan KKM, karena sekolah standar nasional
(SSN), KKM itu minimal 75 persen, langsung di
cap 75 persen kalau bisa di atasnya 75 persen
karena itu sudah ketentuan, dan hal sudah dira-
patkan dan disampaiakan semua pada rapat
dewan guru bahwa KKM 75 persen. Data lain
menunjukkan bahwa KKM 75 merupakan kewa-
jiban dari sekolah SSN, sebenarnya walau-pun
realitanya mungkin, tidak akan sama dengan apa
yang dibuat sebagal laporan untuk ketuntasan
karena keharusan kewgjiban dari guru kita beru-
saha untuk mencapai itu walaupun mungkin
harus penuh tenaga ekstra.

Predikat sebagai SSN sangat berpengaruh
pada penentuan KKM, namun demikian diskusi
pada kelompok mata pelgjaran dalam hal ini
Musyawarah Guru Mata Pelgjaran (MGMP)
tetap jalan, namun hasil akhir adalah KKM sama
dengan 75. Analisis KKM pada perangkat mata
pelajaran tetap ada untuk kelengkapan admini-
strasi guru dengan nilai 75 untuk setiap setiap
indikator, KD, SK dan mata pelgjaran. Untuk
penentuan KKM berdasarkan juklak dari Puskur
bahwa untuk menentukan KKM harus memper-
hatikan hal sebagai berikut: (1) Tingkat Komp-
leksitas (Kesulitan & Kerumitan) setigp KD yang
harus dicapai oleh siswa Tingkat Kompleksitas
Tinggi, bila dalam pelaksanaannya menuntut
SDM, Waktu, penalaran dan kecer-matan siswa,
(2) Daya Dukung yaitu ketersediaan tenaga,
sarana dan prasarana pendidikan yang sangat
dibutuhkan, BOP, mangjemen sekolah, kepedu-
lian stakeholders sekolah, dan (3) Tingkat
kemampuan rata-rata siswa (Intake) KKM Kelas
VIl didasarkan pada hasil seleksi Tes Akademik

Oleh: M. Jafar B

Umum (TAU), Nilai UAS (ljazah) dan Nilai
rapor kelas VI, KKM Kelas VIII dan IX dida-
sarkan pada tingkat pencapaian KKM siswa pada
semester atau kelas sebelumnya (Juklak KTSP
untuk Dikdasmen).

Suatu evaluasi pelaksanaan kurikulum di
SMP Negeri 1 Pinrang yang sangat perlu dibe-
nahi pada sub fokus penilaian proses pembe-
lgjaran karena hal ini berkaitan dengan kreativitas
dan ketekunan guru terutama pada semua
indikator, yaitu: bentuk dan instrument penilaian,
mekanisme dan prosedur penilaian, dan penilaian
oleh pendidik. Dan suatu konsep pembentukan
KKM yang perlu mendapat perhatian adalah
konsep dan petunjuk pelaksanaan dari Pusat
kurikulum. Untuk menyetarakan KKM redl
dengan tuntutan SSN tentu membutuhkan penye-
taraan pada ketiga aspek KKM, yaitu komplek-
sitas (karakteristik mata pelgjaran), daya dukung
satuan pendidikan, dan intake siswa (karakteristik
pesertadidik).

KKM yang idea secara nasional merupa-
kan beban tersendiri sebagai kosekuensi dari
Sekolah Standar Nasional yaitu semua mata
pelgjarannya mempunyai tingkata ketuntasan
belgjar dengan nilai 75 persen pencapaian suatu
kompetens atau standar kompetensi atau mata
pelgjaran, jika semua mata pelgaran mempunyai
KKM 75 tentunya akan bermuara pada KKM
sekolah adalah 75. Angka KKM sekolah belum
menjadi rujukan pokok untuk konsumen di kota
Pinrang, artinya belum menjadi nilai jua karena
tidek ada pesrsaingan antar satuan pendidikan
untuk merekrut calon peserta didik. KKM seko-
lah hanya merupakan suatu kelengkapan profil
sebagai prasyarat untuk predikat sebagai SSN.
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Berdasarkan audiens dengan tim akreditasi SSN
tahun 2006 bahwa persyaratan sebagai SSN
adalah (1) dalam jangka tiga tahun KKM sudah
harus ideal untuk semua mata pelgaran,(2)
mutasi peserta didik harus memperhatikan status
sekolah asal (sekolah SSN hanya boleh menerima
mutasi peserta didik dari SSN).

Sebagal Sekolah Standar Nasional (SSN)
SMP Negeri 1 Pinrang harus menjadi kiblat
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN)
di kabupaten Pinrang. Keterhimpitan antara
segala peraturan dari pemerintah dengan kondisi
ree di kecamatan Pinrang dalam merealisasikan
misi lain dinas pendidikan kabupaten Pinrang
tentang Wajib Belgar (WAJAR) melahirkan
pendekatan kebijakan pendidikan skala prioritas,
walaupun harus menyal ahi peraturan yang lain.

Bentuk konsekuensinya adalah peserta
didik harus diterima secara maksimal dan semi-
nima mungkin diseleks agar semua caon
peserta didik mendapatkan pelayan pendidikan.
Jika dalam satu rombongan belgjar berjumlah
sampai maksimal yaitu sekitar sampai pada jum-
lah 40 peserta didik, maka berimplikasi pada
implementasi standar proses bagian pelaksanaan
proses pembelgjaran dan tentunya akan berpe-
ngaruh pada; (1) persyaratan proses pembelgaran
khususnya jumlah daya dukung berupa buku teks,
bentuk pengelolaan kelas, (2) pelaksanaan proses
pembelgjaran khususnya kegiatan inti eksplorasi
dan elaborasi, dan (3) penilaian proses pembela-
jaran khususnya pemeriksaan/pengembalian hasil
kerja peserta didik dan tindak lanjut penilaian.
Pendidik dalam hal ini adalah guru juga semakin

terhimpit oleh ancaman pencabutan tunjangan

sertifikasinya jika tidak melaksanakan beban
kerja 24 jam dengan bukti dokumen roster mata
pelgjaran dan surat keputusan kepala sekolah
tentang pembagian tugas guru.

Jalan aman yang ditempuh guru adalah
melaksanakan beban kerja 24 jam sebagai pra-
syarat utama mempertahankan tunjangan sertifi-
kasi dengan mempersiapkan berbagai bukti doku-
mennya. Dengan pesereps bahwa beban kerja 24
jam beban kerja guru mencakup kegiatan pokok
yaitu merencanakan pembelgaran, melaksanakan
pembelgjaran, menilai hasil pembelga-ran, mem-
bimbing dan melatih peserta didik, serta melak-
sanakan tugas tambahan atau dengan persepsi
lain yaitu beban kerja 24 jam adalah sekurang-
kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
dalam 1 (satu) minggu dalam arti cakupan 24
jam adalah hanya pada melaksanakan pem-
belgjaran. Tugas pokok yang lain seperti
merencanakan pembelajaran, menilai hasil pem-
belgjaran, membimbing dan melatih peserta
didik, serta melaksanakan tugas tambahan tidak
terekuivalensi ke dalam beban kerjatersebut.

Kegiatan pengembangan keprofesian ber-
kelanjutan dan kegiatan pengembangan diri di
dalam organisas profes MGMP akan semakin
gersang, karena guru tidak mempunyai ’study
day’. Berdasarkan pengalaman guru SMP Neg 1
Pinrang di dalam melaksanakan planning suatu
pembelgjaran kolaboratif berupa forum lesson
study membutuhkan waktu sekitar enam jam,
open class dua jam dan refleksi dua hingga tiga
jam. Kepekaan mempelgari suatu pembelgjaran
yang diperoleh dalam forum lesson study akan
mendukung pengembangan keprofesian berke-

lanjutan dalam membuat dan melaksanakan
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PTK. Kepekaan dan ketajaman itu akan kembali
kembali menjadi tumpul seiring dengan konsen-
trasi guru hanya pada pel aksanaan pembel gjaran
24 jam tatap muka di kelas dan tereduksinya
waktu untuk mendiskusikan materi di dalam
forum lesson study dan atau MGMP..
D. Kesimpulan dan Rekomendas
1. Kesmpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data belanja
langsung dan belanja tidak langsung terhadap
PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Sinjai, maka dapat diambil kesim-
pulan bahwa, belanja langsung dan Belanja tidak
langsung secara simultan memiliki
positif dan signifikan terhadap PDRB dan IPM,
dimana setiap terjadi perubahan pada belanja

pengaruh

langsung dan belanja tidak langsung maka akan
diikuti oleh perubahan PDRB dan IPM.
Anadisis secara parsid terbukti
belanja tidak
terhadap PDRB dan IPM. Sementara itu, belanja
langsung berpengaruh negatif terhadap PDRB
dan IPM, hal ini disebabkan karena alokas

anggaran belanja langsung yang terus menurun

bahwa

langsung berpengaruh positif

dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini selain
menguatkan hasil pendlitian sebelumnya yang
membuktikan bahwa belanja langsung dan
belanja tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap PDRB dan IPM, juga membuktikan
hipotesa bahwa belanja langsung dan belanja
tidak langsung diduga berpengaruh terhadap
PDRB dan IPM.
2. Rekomendasi

Atas dasar implikasi dari hasil pembahasan
diatas, maka peneliti memberikan beberapa reko-
mendasi sebagai berikut:

Oleh: M. Jafar B

a. Hasil pendlitian yang secara umum menun-
jukkan bahwa belanja langsung dan belanja
tidak langsung yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap peningkatan PDRB dan
IPM, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Sinjai diharapkan untuk tetap mempertahan-
kan ataupun bahkan meningkatkan alokas
anggaran untuk kedua bidang tersebut.

b. Belanja langsung yang pengaruhnya terhadap
PDRB yang masih negatif/minim yang dise-
babkan oleh penurunan aokasi anggaran
setigp tahun, oleh karena itu Pemda Kabupa-
ten Sinjai diharapkan untuk memberikan
alokasi anggaran yang cukup tinggi untuk
belanja langsung tersebut.

c. Méelihat bahwa peningkatan IPM Kabupaten
Sinjai yang masih tergolong lambat, maka
diharapkan Pemerintah Daerah untuk mem-
berikan porsi adokasi anggaran yang cukup
besar untuk belanja sektor pendidikan dan
kesehatan.

d. Perlu dilakukan pemetaan mengenai komposit
IPM yang menyebabkan peningkatan 1PM
yang masih lambat. Apa yang menyebab-
kannya? apakah terletak pada pendidikan,
kesehatan atau daya beli
Sehingga jika ini diketahui Pemda bersama
BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat merumus-
kan arah yang jelas serta langkah yang tepat

masyarakat?

untuk mendorong peningkatan IPM di kabu-
paten Sinjai.
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